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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Urgensi negara mengakui desa adat adalah sebagai langkah pengendali arus
globalisasi yang telah menghancurkan identidas budaya masyarakat Indonesia,*
ditambah dengan kondisi generasi muda sekarang'tidak -kental dan mengenal lagi
penyelenggaraan desa berbasis hukum adat.? Jika ada yang boleh disalahkan, paling
tidak ada dua hal yang menjadi penyebab tergerusnya identitas budaya. Pertama
adalah adanya pelemahan eksistensi terhadap aktor kultural adat oleh negara melaui
sistem pemerintahan. * Kedua adalah perubahan sosial yang dipengaruhi oleh
perkembangan teknologi sehingga beberapa budaya sosial seperti gotong royong
mulai hilang.* Dalam perspektif ini, terdapat dua sumber masalah yang menjadi
perhatian, pertama adalah pelemahan negara terhadap aktor adat dan kedua adalah
pengaruh globalisasi yang tidak bisa dihindari.

Pelemahan aktor adat disebabkan oleh pemerintah melalui UU No. 5 Tahun

1979 Tentang Desa yang menyeragamkan seluruh sistem desa di Indonesia telah
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mengubah tatanan sosial masyarakat dalam menjalankan aktifitas pemerintahan.®
Kondisi tersebut berlangsung sampai tahun 2009 setelah lahirnya UU No. 2 Tentang
Otonomi Daerah yang memberikan peluang bagi masyarakat desa untuk mengurus
sistem pemerintahan berdasarkan hak asal usul. Lebih dari 20 tahun masyarakat
Indonesia menggunakan sistem desa sehingga berdampak pada perubahan terhadap
kerifan lokal masyarakat dalam mengelola pemerintahan desa. Hal tersebut ditambah
dengan arus globalisasi yahg merUbah secéra perlahan’ kebudayaan dan nilai adat
masyarakat Indonesia. ® Globalisasi merupakan fenomena yang tidak mungkin
dihindari oleh negara manapun, hal yang bisa dilakukan untuk meminimalisir dampak
negatif adalah dengan menjaga kearifan lokal masyarakat. Negara menjadi leading
sector dalam menjaga eksistensi nilai adat di Indonesia agar tidak hilang seiring
lajunya arus globalisasi. Melaui pengesahan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa,
negara secara tidak langsung telah memberikan kesempatan bagi pemerintahan desa
untuk membuat format desa berdasarkan hak asal usul masyarakat.

Dewasa ini, pemerintahan desa tidak lagi dimaknai sebagai entitas
adminstratif saja, namun juga sebagai entitas hukum- dan ‘politik, otomi seluas-luasnya

menjadi keharusan bagi negara untuk menjamin hak yang harus dilindungi.’
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Mengakui dan mengembangkan eksistensi desa merupakan amanah UUD 19458 yang
menjadi kewajiban negara untuk menjalankannya. Demokrasi yang berasal dari
semangat lokal dan tradisi masyarakat menjadi lebih bermakna untuk menjadikan
masyarakat terlibat aktif dalam proses pembangunan sumber daya manusia
Indonesia.° Namun yang harus perhatikan oleh pemerintah desa jika menginginkan
otonomi luas maka harus melakukan upaya-upaya kegiatan ekonomi kreatif
masyarakat untuk efektivitas pembahgunan.“"

Dilihat dari keanekaragaman masyarakat Indonesia dalam satu wilayah atau
desa, tidak jarang masyarakat harus melakukan penyesuaian kebiasaan dan budaya
disetiap kelompok masyarakat. Proses penyesuaian tersebut membentuk relasi sosial
yang menjadi penghubung dalam'kehidupan sehari-hari, relasi tersebut dalam bentuk
interaksi sosial, komunikasi antar individu dan adaptasi untuk bertahan hidup di
tengah perbedaan budaya.* Pada kasus lain, relasi sosial juga berpengaruh terhadap
kondisi ideologi, politik, ekonomi, agama dan sosial budaya.*> Relasi terjalin secara
natural dengan sebuah asumsi bahwa kondisi masyarakat multikultural akan

cenderung melakukan upaya untuk mempertahankan diri'
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Dalam perkembangannya, relasi sosial tidak hanya terjadi antara individu
dengan individu saja, beberapa kasus yang terjadi dalam perkembangan sistem
pemerintahan desa relasi juga terjadi pada individu dengan lembaga adat.** Peran
lembaga adat terhadap pengelolaan masyarakat dan sumber daya alam masih
memiliki pengaruh yang cukup besar dalam efektivitas proses pembangunan
dibeberapa desa atau wilayah. Di aceh misalnya, lembaga adat masih berperan dalam
menyelesaikan konflik masyarakat'dengan kearifan lokalyang dianut secara tradisi
masyarakat.’* Kasus lain seperti di Afrika, penyelesaian sengketa masyarakat oleh
lembaga adat bisa meminimalisir konflik dan pertempuran masyarakat yang sedang
bersengketa.®> Kasus ini memperlihatkan bahwa kelembagaan adat merupakan salah
satu solusi untuk megembalikan posisi adat sebagai sumber nilai dan aktivitas
pemerintahan desa di Indonesia.

Selain itu, relasi sosial disebuah wilayah atau desa juga terjadi antar kelompok
masyarakat, misalnya antara masyarakat Etnis Tionghoa dengan masyarakat Bali.*

Relasi antar kelompok ini juga meliputi masalah sosial,* Politik ** dan Sosio-
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ekonomi. ¥ Relasi-relasi tersebut terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan
kebutuhan masyarakat. Berdasarkan penelusuran terkait relasi sosial masyarakat di
atas, relasi sosial terjadi antara individu dengan individu, individu dengan
kelompok/lembaga dan kelompok dengan kelompok masyarakat (antar etnis). Relasi
yang dibangun meliputi relasi ideologi, sosial, budaya, politik, ekonomi, sosio-
ekonomi dan sosio-budaya.

Berdasarkan hal téréebut, péneliti m‘elanjutkan kajian relasi antar kelompok
(Suku) dalam konteks relasi politik masyarakat adat. Hal ini dikarenakan peneliti
belum menemukan kajian tentang relasi antar etnis yang melihat adanya relasi antar
kelompok masyarakat masyarakat di dalam struktur pemerintahan desa adat. Hal ini
berkaitan dengan penetapan desa;adat di Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang
memberikan kewenangan bagi salah satu suku untuk membentuk aturan desa sesuai
dengan adat istiadat melaui lembaga adat sedangkan komposisi masyarakat di desa
tersebut terdiri dari berbagai macam suku. Kondisi ini membuat peneliti berasumsi
bahwa kondisi masyarakat multikultural tersebut tidak bisa terhindar dari relasi-relasi
antar suku yang saling’ mempertahankan ego kelompoknya untuk tetap diakui

keberadaannya.
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B. Rumusan Masalah

Pada awal pengusulan pembentukan desa adat pasca penetapan UU No.6/2014
ada sekitar 80-an desa di Riau yang diwacanakan menjadi desa adat namun hingga
saat ini hanya 10 Desa di Riau yang.telah ditetapkan menjadi desa adat. Salah satu
kabupaten yang telah menetépkan desa adat diwilayahnya adalah Kabupaten Siak.
Salah satu desa tersebut adalah Kampung Adat Sakai Minas. Penetapan kampung
adat ini bertujuan untuk memberikan penghargaan terhadap nilai-nilai adat

masyarakat Suku Sakai dalam kehidupan bernegara.

Berdasarkan Perda Kab. Siak No. 2/2015 tentang penetapan kampung adat di
Kabupaten Siak pasal 2 poin 2 bertujuan untuk melestarikan adat istiadat yang hampir
hilang diakibatkan oleh urbanisasi dari daerah lain sehingga adat istiadat lama
tersebut dapat dikembalikan. Hal ini merupakan kabar baik bagi masyarakat Suku
Sakai untuk mengembalikan sistem: kehidupan berdasarkan adat istiadat. Berdasarkan
hal tersebut masyarakat Sakai membuat sebuah aturan bahwa yang boleh menjadi
penghulu hanya dari golongan Sakai saja. Disisi lain, di Kampung Adat Sakai Minas

terdiri dari berbagai macam suku yang berbeda yaitu Batak, Jawa, Minang dan Nias.
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Hal ini mempengaruhi bentuk kemurnian penerapan sistem adat Sakai dan berdampak

pada sistem pemerintahan yang dibuat.

Kampung Adat Sakai Minas terdiri dari Suku Sakai, Batak, Jawa,
Minangkabau dan Nias. Persentasenya adalah Suku Sakai 30%, Batak 30%, Jawa
15%, Minang 15% dan Nias 10%.2* Dengan komposisi seperti ini masyarakat Suku
Sakai tidak tergolong maypritas karena- sebanding dengan Suku Batak. Meskipun
masyarakat Suku Sakai dibefikan kewenangan lebih untuk mengatur pemerintahan,
namun harus tetap memperhatikan hak dari masyarakat suku lain yang tinggal di

kampung tersebut.

Sebelum dan sesudah perda kampung adat disahkan, posisi penghulu di
Kampung Adat Sakai Minas herada pada masyarakat Sakai dan ketua Badan
Permusyawaratan. Kampung (BAPEKAM) diisi oleh masyarakat Batak. Bahkan
setelah masyarakat Sakai diberikan kewenangan Kkhusus, tidak menjadikan

masyarakat Suku Batak keluar dari posisi sebagai ketua BAPEKAM.

Sikap penghulu -menetapkan ketua BAPEKAM yang bukan dari Suku Sakai
menimbulkan pertanyaan bagi peneliti, jika kampung adat bertujuan untuk
mengembangkan kemurnian tradisi masyarakat, harusnya penghulu mengutamakan
keturunan Sakai yang mengisi posisi ketua BAPEKAM, bukan Suku Batak. Peneliti

berasumsi bahwa sikap penghulu adat dipengaruhi oleh adanya relasi kekuasaan antar
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Suku Sakai dan Batak di dalam kehidupan sosial masyarakat sejak dahulu dan
diperkuat dengan bergaining position Suku Batak dengan jumlah cukup besar untuk

menjadi pertimbangan penghulu.

Relasi kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan harus dipahami dalam
banyaknya hubungan kekuatan yang berlaku dalam lingkup di mana mereka
beroperasi dan yang merupakan organisasi mereka sendiri; sebagai proses yang
melalui perjuangan tanpa Henti dan konfrontasi, mengubah, memperkuat, atau

menyimpannya sehingga membentuk rantai atau sistem.?

Menurut Michel Foulcault, kekuasaan mesti dipahami sebagai sesuatu yang
melanggengkan relasi kekuatan:kekuatan yang membentuk rantai atau sistem.
Relasi kekuasaan antar Suku Sakai dan Batak peneliti pahami sebagai dua kekuatan
besar yang mendominasi kampung adat sehingga menjadi bahan pertimbangan bagi
penghulu menetapkan perwakilan Suku Batak sebagai ketua BAPEKAM. Kondisi ini
diperkuat dengan posisi tawar (bargaining position) Suku Batak yang memiliki
kekuatan ekonomi 1lebih baik dibanding Suku' Sakai. Dengan kekuatan tersebut

penghulu mempertimbangkan relasi kekuasaan dalam menetapkan ketua BAPEKAM.

Berdasarkan fenomena tersebut rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
bagaimana otoritas politik Penghulu pasca penetapan kampung adat di

Kabupaten Siak?
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C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan dan menganalisis otoritas politik penghulu pasca penetapan
kampung adat di Kampung Adat Sakai Minas Kec. Minas, Kabupaten Siak, Riau.

2. Mendeksripsikan dan menganalisis relasi politik masyarakat adat Sakai pasca
penetapan kampung adat di Kampung Adat Sakai Minas Kec. Minas, Kabupaten
Siak, Riau. '

3. Mendeskripsikan posisi tawar kelompok masyarakat dan modal (politik dan
ekonomi) pasca penetapan kampung adat di Kampung Adat Sakai Minas Kec.
Minas, Kabupaten Siak, Riau.

D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat:

1. Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk menambah
khasanah keilmuan di bidang politik khususnya pemerintahan lokal kampung adat.
Penelitian ini menjadi inspirasi bagi peneliti lain'untuk melakukan penelitian yang
membahas masalah kampung adat.

2. Secara Praktis, penelitian ini menjadi bahan pertimbangan pemerintah daerah
dalam membuat kebijakan kampung adat sesuai dengan asal-usul masyarakat
sehingga masyarakat bisa menjalankan kehidupan kampung tanpa unsur

keterpaksaan.



